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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi FPemilihan Umum Kabupaten Garut
Tahun 2015 - 2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gand, yang disusun dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut
potensi, peluang, tantangan, dan permasalshan yang dihadapi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Garut

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Stratagis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk
memberikan kontnbusi bagi keberhasilan pencapaian visl Komisi Femilihan Umum
perode 2020-2024, yaitu . “Menjadi Penyelenggara Pemilu Sarentak yang Mandirn
Profesional dan Benntegnias”

Mengingat hal tersebut. maka Renstra ini menjadi pedoman bagi selutuh
iajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garutl dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara akuntabel dan beronentasi peningkatan kinerjia. Dengan panduan
Rensira yang spesifik dan terukur diharapkan dapat mengantarkan bangsa
Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Garut dalam masa transisi demokrasi
menuju demokrasi yang substansial.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat
yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga lbu Kota Provinsi Jawa
Barat, dengan jarak sekitar 61.5 km dari Pusat Pamerintahan Provinsi Jawa Barat
di Bandung dan sekitar 216 km dar Pusat Pemenntahan Republik Indonesia di
Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis
berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi,

sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir
semua sekior

Kabupaten Garut teretek pada koordinat 6°56'49° - 7°45'00° Lintang
Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki wilayah
seluas 3.074,07 km? (307 407 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan
dengan wilayah terluas yaitu 21.359 ha atsu 6.97% sedangkan Kecamatan
Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 ha atau 0.54% dari
wilayah Kabupaten Garnust Secara admimstratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42
kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut .

* Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Cianjur;
» Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten
Sumedang;
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Pemkab Garut,
2019 ; 1-5),
Selain memiliki beban kerja yang cukup besar dengan luas wilayah. jumiah
kecamatan dan desa redatif tinggi, dari sisi kontrol pemenntahan, Kabupaten Garut
memiliki rentang kendali yang relatif tinggl, dimana jarak terjauh dar pusat
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pemenntahan berada di kecamatan paling selatan, Talegong, dengan jarak tempuh
sebesar 146 Km dan wakiu tempuh kurang lebih 5 jam. Sedangkan Malangbong
yang merupakan kecamatan paling utara memiliki jarak dan waktu tempuh masing-
masing sebesar 46 Km dan 1.5 jam (Nursamisi. 2019 3). Kecamatan Cibalong
menjadi kecamatan dengan wilayah teruas mencapal 231,59 km®. sementara

Kecamatan Pasirwangi menjadi kecamatan dengan dataran tertinggi mencapai
1200 mdpl.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Garut

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang diukur dari jumiah
penduduk miskin masih rendah, yang diindikasikan dari masih tingginya jumiah
penduduk miskin tahun 2018 yang mencapai 241,31 nibu jiwa atau 9,27 %. Dan jika
dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat, masih
berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten dan kota di Jawa Barat sebesar
7.45%, dan berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat
Dalam bidang ketenagakerjaan, jumliah pengangguran terbuka usia kera 15 tahun
keatas masih cukup tingg, pada tahun 2018 mencapai sebanyak 77,440 inwa atau
7,07%, meningkat 0,57% dari tahun 2015 sebanyak 65 761 jiwa atau 6.5%. dan
berada pada penngkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jaws Barat Kondisi
tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kera yang cukup besar masih belum
lerserap secara optimal oleh sekior-sekior produksi, sebagai akibat lapangan
pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih
rendsh. Angka Kriminalitas mengalami penurunan dar sebesar 2 49 kasus per
10.000 penduduk pada tahun 2014 menjadi 1,70 kasus per 10.000 penduduk pada
tahun 2018. Kondisi tersebut masih cukup tinggi meskipun relatif lebih rendah



dibandingkan Angka Kriminalitas Jawa Barai sebesar 24, 68 per 10.000 penduduk
(Pemkab Garut, 2019)

Kondisi pambangunan antar wilayah sampai tahun 2018 belum merata
Dengan jumlah wilayah mencapal 3.074,07 km2, dan secara administratif terbag|
menjadi 42 kecamatan, dalam bidang infrastruktur jalan, dar total jalan kabupaten
sepanjang 829 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapal 77,61% atau masih
terdapat sepanjang 185,62 km jalan dalam kondisi rusak dengan sebaran 12,55 km
(6,76%) di wilayah Utara Garut, 29,96 km {16,14%) di wilayah Tengah Garut, dan
143,11 km (77,10%) di wilayah Selatan Garut

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil metansir pada tahun 2019 jumiah
penduduk Garut berada dalam angka 2 284 418, terdiri dari laki-laki 1.168.329 jiwa
dan perempuan 1.116.089 jiwa {www.garul go.id). Pada tahun 2020 meningkat
menjadi 2312784 = Berdasarkan data pada Sistemn Administrasi Kependudukan
(SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut,
maka penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2018 berada di kecamatan
Karangpawitan, Garut Kota, Malangbong, Tarogong Kidul dan Cilawu Rasio
penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2018 mencapai 97,45% meningkat
dar tahun 2014 sebesar 80,55% dan cakupan penerbitan KTP tahun 2018
mencapal 87 49% meningkat dari tahun 2014 sebesar 68,82% - (Pemkab Garut,
2019). Sebagai gambaran umum kependudukan Kabupaten Garut pada tahun 2020
dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini



Gambar 1.2 Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Garut
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Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut jumiah
Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2020 berdasarkan data Sensus Penduduk
(SP) 2020 ssbanyak 2 585,807 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.324 971 jiwa
dan perempuan sebanyak 1.260.636 jiwa (BPS Garut. 2021). Berikut ini jumlah
penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Garut pada
tahun 2020 .



Tabel 1.1 Jumish Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten
Garut Tahun 2020
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Sumber : BPE Kabupaten Ganit, 2021 - 49

Berdasarkan hasil pemetaan TPS, jumiah TPS pada Pemilu 2019 sebanyak
8056 TPS, yang tersebar di 442 desa di 42 kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Garut. Jumiah pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil
Ferbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebanyak 1.895779 pemilih, terdir alas 963.911
pemilih laki-laki, dan $31.868 pemilih perempuan. Rincian per-Kecamatan bisa
dilihat dalam tabel 1.2 dibawah ini -



Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3)

Pemilihan Umum Tahun 2019
JUMLAH | JUMLAH JUMLAH FEMILIH
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Sumber - KPU Kabupaten Garut. 2018

Jumlah pemilih tersebut terus meningkal seiring dengan dilakukannya
Pamutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPE} setiap bulan oleh KPU Kabupaten
Garul pada tahun 2020, Perbandingannya dapat dilihat pada Grafik 3.1 dibawah ini

Grafik 1.1 Perkembangan Data Pemiih Tahun 2020

Sumber . KPL Kabupsten Garut, 2020

Partisipasi politik masyarakal Garut cukup tinggi, dilakukan dalam bentuk
konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional  selain
pemberian suara, yang sangat lerlihat di Kabupaten Garut adalah dengan banyak
muncuinya kelompok kepentingan dalam wujud Lembaga Swadaya Masyarakat

-
I



{LSM). Jumlah ormas/LSM di wilayah Kabupaten Garul sebanyak 481 unit. dari
sebanyak tu 50 diantaranya ormas mainstream seperti PCNU, PD Muhamadiyah,
Fersatuan Islam dan lain-lain (Hidayat, 2015 : 228)

Angka partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan
dalam pemilu/pilkada Pada pemilu dan pilkada dari tahun 2009 sampai 2019
menunjukan kenaikan cukup signifikan Pada Pemilu 2019 angka partisipasi
pemilih mencapai 78,20% ( 1514 527 pengguna hak pilih), meningkat 4.29% dari
Pemilu 2014 yang mencapai 73.91% (1.318.512 pengguna hak pilih). Begitu pula
dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Ganut, Pilkada 2018 jumiah partisipasi
pemilih mencapai 70,41% (1. 268537 pengguna hak pilih), meningkat jauh dari
Pilkada 2013 yang hanya mencapai 60.88% (1.071.523 pengguna hak pilik).
Perbandingan partisipasi pemilih pemilwpiikada di Kabupalen Garut selengkapnya
dapat dithat dalam grafik 3.2 dibawah ini -

Grafik 1.2 Perbandingan Partisipasi Pemilit pada PemiuwPilkada di Kabupaten Garut

Pada awal dibentuk, Komisi Pemilihan Umum (KPLU) terdini atas
anggola-anggota yang merupakan anggota partal politk dan elemen
Pemenntah Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UL

Nemor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilinan Umum harus
8



beranggotakan anggota non partal politik  Melalui Keputusan Presiden
Abdurahman Wahid Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pambentukan KPU, struktur
KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11
orang dan unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada
tahun 2002, Preswden Megawati Soekamo Putri mengesahkan Kepufusan
Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum. untuk
membentuk  tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU
menghadapi pemilihan umum 2004

Pada tingkat lokal Anggota KPU Kabupaten Garut periode pertama
dibentuk pada tahun 2003 beranggotakan M.igbal Santose (Ketua), Lia
Juliasih, Dadang Sudrajat, Aja Rowikarim dan Hj. Yayah Hidayah. Selanjutnya,
anggola KPU Kabupaten Garut periode 2008-2013 terpilih adalah Aja
Rowikanm (Ketua), M. igbal Santoso, Dadang Sudrajat, Mustafa Fatah dan
Abdal.

Pada periode 2013-2018 anggota KPU KPU Kabupaten Garut terdiri
dan Hilwan Fanaqi (Ketua), Ade Sudrajat, Djudju Nuzuludin, Lia Juliasih. dan
Reza Alwan Sovnidar.

Berbeda dengan periode sabelumnya. seleksi dan pengangkatan
anggota KPU Kabupaten Garul Penode 2019-2024 dilakukan langsung oleh
Komisi Pemilihan Umum Republiik Indonesia. Melalui Keputusan Komisi
Pemilihan  Umum Nomor  363/PP.06-Kpt/OS/KPU/III2018  tentang
Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garul Provinsi
Jawa Barat Penode 2019-2024 diangkatlah lima anggota KPU Kabupaten
Garut, yaitu Hilwan Fanagi. Aneu Nursifah, Nuni Nurbayani, Junaidin Basri, dan
Dindin A. Zaenudin.

Setelah pelantikan, pada tanggal 3 Februar 2018 kefima komisioner
tersebut langsung melakukan rapat pleno tertutup untuk memilih dan
menetapkan Junaidin Basri sebagai Ketua KPU Kabupaten Garut Periode
2018-2024. Setelah ity terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Namar
442/5DM 13-Kpt/0S/KPUNIF2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Garut Penode 2019-2021 yang menetapkan Junaidin Basn
sebagal Ketua KPU Kabupaten Garut Periode 2019-2024,
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Kemudian setelah itu dibentuk Divisi Kena dan penanggung jawabnya,
melalui  Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor T8/ORT.01 1-
Kpt/3205/KPU-Kab/Ilf2019 tentang Penetapan Susunan Pembagian Divisi dan
Keordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Garut Periode 2019-
2024. Susunan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya bisa dilihat pada Tabel
1.2 dibawah ini .

Tabel 1.2 Divisi Kera KPU Kabupaten Garut dan Penanggungjawabnya

| 1 Junadin Basn Ketus Divisi, Keuangan,

i Lrmuem,
W | . — stik dan Rumah Tangga
Mum Nurbaysni Wakil Ketua bogt
!_ﬁ'__r'-ﬁ!‘h;aﬁ'Fanaql Ketua Dwisi Teknis Penyelenggaraan
| Dindin & Zaenudin Wakil Ketua
| 3| NuniNubayani | Keta Divisi Sosiglisasi Pendidikan
| Pamilih, Partisipasi
| Hitwan Fanagi Wakil Ketua Masyarakat dan SOM |
4 Dindin A Zaanudin Ketua ﬁuiaiPa_mnwnm.Dmdan i
‘ e e iMformasi |
5 Aneu Nursifah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan |
“Junaigin Basn Wakil Ketua ‘

Pragram dan kegiatan KPU Kabupaten Garut memerlukan dukungan cleh
sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang mandin, profesional dan
benntegritas.  Sebagai gambaran konfiguras: kepegawaian KPU Kabupaten
Garut dapat dilihat pada Diagram 2.1 di bawah ini
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Diagram 1.1
Konfiguras! Kepegawaian KPU Kabupaten Garut

Dari Diagram 21 diatas dapal dijelaskan bahwa jumiah pegawai KPU
Kabupaten Garut berjumlah 33 orang dengan status kepegawaiannya dibagi
menjadi 3{tiga), yakni
1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki cleh Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia sebanyak 20 orang atau 61 %,

2. Pegawai dengan sfatus Tenaga Kerja Kontrak Pusat ssbanyak 13 orang atau

39 %.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan
dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini -

Tabel 1.3 Rekapitulasi Pegawsar di Lingkungan Komisi Pemiihan Umum
Kabupaten Gant Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan




KPU Kabupaten Garut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesual
dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Garut Tahun 2015-2019 Adapun
Evaluasi capaian kinerja terakhir pada tahun 2020 sebagai berikut :

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

_ Target e Pagw Hezlisnasi e
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" Masil  Rewu| Jlaporan | Japorsm | W0 | 15656000 | 15480000 T ORE i
[y T T TR e p— p— T 3500, 000 d 0 |
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Keberhasilan pelaksanaan fugas dan fungsi KPU divkur dari
"Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat meanjamin
pelaksanaan hak poiitk masyarakat®, dipengaruhi oleh 7 (lujuh) aspek/dimensi-
dimensi organisasi, yaitu: 1) Aspek Kelembagaan, 2). Aspek Sumber Daya
Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan, 4). Aspek
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Ferencanaan dan Anggaran: 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan:

8). Aspek Dukungan Infrastrukiur dan Teknologi Informasi Komurikasi; dan 7)
Aspek Hubungan dengan Stakeholders

B. Potensi dan Permasalahan

KPU Kabupaten Garut memiliki potensi sekaligus  menghadap

permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan  Serentak
Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu -

1

KPU Kabupaten Garut merupakan bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum
merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)

KPU Kabupaten Garut memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan
berbagal latar belakang pendidikan dan usia (S2).

. Kesempatan pendidikan formal dan dikiat guna meningkatkan kapasitas Tata

Kelola Pemilu (S3).
Kepemimpinan KPU Kabupaten Ganut bersifat Kolektil kolegial sehingga
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4)
Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu
dan Pemilihan Serentak (55).
KPL bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan ugas
dan fungsinya (56)
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2018 (S7)

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan

Umum dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum digunakan secara penuh
untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
(W1).

Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang detall dan
mudah dipahami untuk setiap kegiatan yang dilakukan (W2).

Proses intemalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3),

4. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W4).
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10

11.

Anggaran yang tersedia belum memadal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
orgamsasi (W5).

Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik {SPP)
untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W6)

. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Garut

masih pinjam pakai dan pemerintah daerah Kabupaten Garut sehingga belum
mendukung kemandirian KPU Kabupaten Garut (WT)

KPU Kabupaten tidak memiliki gudang logistik  sendin, sehingga harus
menyewa dan berpindah  lokasi gudang ketika penyelenggaraan
Pemilw/Pemilihan sehingga pengelolaan logistik tidak efektif dan efisien (wwa)
Belum optimainyz kapasitas SDM dalam mengealols logistik Pemilw' Pemilihan
secara tepal wakiu, tepat jumiah, tepal jenis. tepat kualitas, dan lepat sasaran
(We)

Sinergitas terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) antara KPU
Kabupaten Garut dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkendala oleh
kebjakan Difen Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kementerian Dalam
Negeri yang hanya memberkan dukungan dengan hanya memberikan NIK dan
nama saja, sementara DPE sendiri membutuhkan elemen lengkap terkait data
pemilih (W10).

Sarana dan prasarana kefja yang tersedia belum mendukung tugas dan fungsi
organisasi (W11).

KPU Kabupaten Garut juga dihadapkan pada sejumlah peluang

(opportunities) vyang perlu  dimanfaatkan  dalam menyelenggarakan
FPemilu/Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah -

1
2

Keberadaan Komisi Pemilinan Umum diatur dalam konstitusi (O1)
Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serla tingginya harapan masyarakatl
kepada KPU Kabupaten Garut untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang
flangsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02}
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesst,
sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (03)
Hubungan yang baik dengan lembaga/instansi lainnya (04).
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5. Potensi pengembangan SDM (05)
6. kesampatan pendidikan formal dan dikiat {Of).

D1 samping itu, KPU Kabupaten Garut juga menghadapi ancaman (threats)

yang dapat menghambat pelaksanaan tugas. fungsi dan kewenangannya
Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi
maupun pads capaan demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus
diatasi oleh KPU Kabupaten Gannt dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
KEwenangannya, yaitu

Parkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat
amarms, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan
sebagainya (T1).

Peran media massa, khususnya media onlne sangatl besar dalam
mempengaruhi penyebaran informasi paisu (hoax) di masyarakat (T2}

Kondisi geografis dan iklim wilayah Garut yang bervariatif yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3)

Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal
mendukung Pemilu (T4)

Tingginya dinamika politik dan regulasi  dalam penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Serentak (T5),

6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6)

Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi
dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7),

8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi. dan

diskniminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).

10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang balum

tenntegrasi (T 10)

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapatl dipastikan masa berakhirmya,

sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 dan Pilkada tahun
berkutnya({T11).

12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-18 (T12)
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Di tengah kondisi demikian KPU Kabupaten Garut memiliki tanggung jawab
untuk mewujudkan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024 yakni
‘Memperkual Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’,
Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional *Konsolidasi Demokrasi'
guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum.  sera mendorong
penyslenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, profesional, akuntabel efekiil, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi”
terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai -

1. Kualtas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan
kandidasi dalam partai poitik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
Konstituen;

. Biaya politik tinggl, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus
diselesaikan secara tepat Masalah ini mengakibatkan marsknya prakiik
korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata keiola Pemerintahan

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapal,
intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan
persatuan dan kesatuan bangsa, dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum
terinlegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan,
kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan
penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan
turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat,

Untuk mengatasi isu strategis tersebul, dalam agenda strategis nasional
ketujuh, Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik®,

Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi vatu

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui
a) Penguatan peraturan perundangan bidang poliik;
b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
¢} Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
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d} Penguatan penysienggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, malalui:

a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten:
b} Peningkatan kuslitas dan kapasias organisas: masyarakal sipil; dan
¢} Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, metalui

al Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D seria
penyediaan konten dan akses:

b} Peningkatan literasi TIK masyarakat: dan

c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika,

Lembaga Pers, Penyiaran dan Jumnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait
dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Pengustan
Kesetaraan dan Kebebasan Arah kebiiakan dan strategi nasional dierapkan
dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi seria sub indikator Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang meanunjukkan
lngkat perkembangan demokrasi di Indonesia Tingkat capaiannya diukur
berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan ftiga aspek demokrasi yaitu
Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga
Demaokrasi (Institutton of Democracy).

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan
Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi® dan terkait dengan KPU,
yaitL
1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;

2. Ketersediaan Logistik Pemilu:
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu: dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Priortas yang termasuk dalam Kegistan Prioritas

"Pengustan Kesetaraan dan Kebebasan® dan terkait dengan KPU, yaitu

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum:

18



3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas.
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konfiik/Bencana,

3. Sosialisasi Kebijgkan KPU Kepada Stakehoiders. dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

IDI Provinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Garut berada didalamnya
mencapai angka 69,09 dalam skala 0 sampai 100, masuk dalam kategori sedang
Perbandingan dari tahun 2009-2019 dapat dilihat dalam grafik 3.3 dibawah ini

Grafik 1.3 Perkembangan ID| Jawa Barat Tahun 2009-2018

a ‘ l ' o
JIEM 3010 M) NILF MOT MIIE NS JONE 00T MOAE Mage

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Perbandingan capaian 1Dl Provins! Jawa Barat Tahun 2009-2019 yang diukur
berdasarkan pelaksanaan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaflu Aspek Kebebasan
Sipil. Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek |Lembaga Demokrasi bisa dilihat pada grafik 1.5
dibawah ini
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Grafik 1.5 Perkembangan Indeks 3 Aspek IDi di Jawa Barat
Tahun 2019-2014
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Sumber - BPS Provins: Jawa Barat, 2020.
Secara lebih rinci perkembangan indeks vanabel tiap aspek IDI dapat dilihat
pada tabel 1.5 dibawah ni
Tabel 1.5 Perkembangan Indeks Vanabel IDI Provins: Jawa Barst

Tahun 2018-2019.
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Kemunduran Indeks Variabel Aspek Kebebssan Sipil DI tersebut
disebabkan oleh : 1) Ancaman/penggunaan kekerasan aleh aparal pemerintah
yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat: 2) Ancaman/penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan
berserikat, 3) Tindskan/permyataan pejabat yang membatasi kebebasan
menjalankan ibadah agama. 4) Tindakan/permyataan pejabat yang membatasi
kebebasan menjalankan ibadah agama:. 5) Tindakan/pemyataan pejabat yang
disknminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya, &)
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat
kebebasan berpendapat; dan 7) Ancaman/penggunaan kekerasan dan kelompok
masyarakal terkait ajaran agama.

Perbaikan pada Indeks Variabel Aspek Hak-Hak Politik terjadi karena - 1)
Maningkatnya penyedisan fasiltas bagi penuandang disabilitas  untuk
menggunakan hak pilih, 2} Menurunnya demonstrasimogok yang bersifat
kekerasan, 3) Menurunnya hambatan pada hak memilih atau dipilih: dan 4)
Meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 Sedangkan kemunduran
ndikator Hak-Hak poliik terjadi karena @ 1) Menurunnya kualitas Daftar Pemilib
Tetap: dan 2) Menurunnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggola
DPRD Provinsi,

Selanjutnya. perbaikan pada Indeks Variabel Aspek Lembaga Demokrasi
terjadi karena - 1) Menurunnya kecurangan dalam panghitungan suara: 2)
Meningkatnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu: 3)
Menurunnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu. 4)
Meningkatnya Paraturan Daerah yang merupakan irisiatif DPRD 5) Meningkatnya
persentase perempuan pengurus pariai politik, dan 6) Meningkatnya alokasi
anggaran pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kemundurannya disebabkan oleh

1) Menurunnya netraiitas penyelenggara pemilu; 2) Meningkatnya keputusan
hakim yang kontroversial; 3) Menurunnya upaya penyediaan informasi APBD oleh
pemerintah daerah; dan 4) Menurunnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif

Pada tingkat lokal, konfigurasi politik di parlemen Garut hasil Pemilu DPRD
2018 di dominasi oleh Parai Golkar dengan 8 kursi (228,872 suara) dan Partai
Genndra 8 kursi (216.187 suara), disusul kemudian oleh PPP dengan 7 kursi
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(156.000 suara), PKB 6 kursi (148,307 suara), PKS 5 kursi (136.945 suara), Panai
Demokrat § kursi (123. 459 suara), PAN 5 kursi (119.570 suara), PDIP 5 kursi
(102.242 suara), dan Partai Hanura 1 kursi (40,176 suara)

Permasalahan sosial politk di Kabupaten Garut meliputi kesadaran
pendidikan politk masyarakat masih rendah, krsis kepercayaan terhadap
pemerintah, harmonisasi kebersgaman cenderung menurun, potensi  konflik
terhatap ketentraman dan ketertiban magih tinggi. Disamping itu isu pemekaran
Kabupaten Garut kembali mencuat, dengan memperhmbangkan aspek geografis,
demografis, poliis dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan aktor politik di
Kabupaten Garut menuntut pemekaran menjadi 3 daerah otonom baru, yaitu : 1)
Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan (Garzel); 2) DOB Kabupaten
Garut Utara (Gatra); dan 3) Kabupaten Garut (Kota)

Pelayanan yang prima dalam kepemiluan disertai tata kelola pemilu yang
baik di masa yang akan datang dapat terwujud jika penyelenggara pemilu
profesional, berintegritas, kreatif, berkinena tinggi dan memegang teguh kode etik
penyelenggara pemilu pada seluruh tahapan pemilu/pemilihan. Tentu saja
dukungan sarana dan prasarana serta regulasi yang memadai dibutuhkan untuk
menopang kena kepemiluan

Kejelasan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan adanya Jahatan
Fungsional Penata Kelola Pemilu (serta Jabatan Fungsional/Keterampilan tainnya)
dilingkungan Sekretanat KPU KabupatenKota diharapkan terwujud dengan telah
terbinya PKPU/Keputusan KPU terkait, agar aparatur birokrasi di KPU Kabupaten
Garut memiliki kejelasan kerja dan arah karier di masa yang akan datang.



BAB Il

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN GARUT

A. Visi
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fitik awal strategis bagi peningkatan
kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemily merupakan instrumen
terpenting dalam mengukur tingkat demokratizasi suatu negara Indonesia, dalam
sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua
belas) kali dengan beragam konstelasi politic yang melingkupinya, Pemilu d
Indonesia dimulal sejak tashun 1855, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999,
2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur
dan berkala sefisp 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan
demokrasl dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam
konteks lokal, KPU Kabupaten Garul lelah menyelenggarakan Pemilihan/Pilkada
sebanyak 3 (tiga), dari mulai 2018, 2013, terakhir 2018. Pemilu/Pemilihan akan
menentukan legalitas, legitimasi dan kredibilitas pemerintahan yang didukung
rakyat.
Visl KPU Kabupaten Garut menggambarkan kondisi ke depan yang ingin
dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan vang diselesaikan dalam
pencde 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Garut periode 2020-
2024 adalah © “"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.
Sejalan dengan itu, maka kata mandiri, berintegritas dan profesional
adalah sebagai berikut
1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Garut bebas dan pengaruh pihak
mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel,
Profesional, memilii arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,
tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan
umum
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Misi KPU Kabupaten Garut merupakan rumusan umum upaya-upaya vang

dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Garut
periode 2020-2024, Misi yang akan dilaksanakan sebagail berikut

1

Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan
berpedoman kepada perundang-undangan dan kode stk penyelenggara
Pemilu.

Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan partisipatif.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektf dan
efisien, ransparan, akuntabel, serta aksesibel.

Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologr  informasi dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak

3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilin dalam Pemilu Sarentak,
B Meningkatkan kusitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku

kepentingan.

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten

Garut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandin, professional dan
penntagnias;

Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, afisien dan
afektif, dan

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur
dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Senng dengan tujuan diatas, berkut ini adalah sasaran strategis KPU

Kabupaten Garut yang akan dicapai pada penode 2020- 2024 -
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Sasaran strategis untuk tujuan perfama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan
Umum yang mandin, profesional dan benntegritas”, yaitu;
1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat:
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualtas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualiitas.
Sasaran strategis untuk mencapal tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan
Pemilu Serentak yang demokratis, tepat wakly, efisien dan efektif yaitu
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh
lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan vang sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informas sera
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang tenntegrasi

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu
Serentak yang Langsung. Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adi", vaitu
“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggl disertal
penyelesaian sengketa hukum yang baik "

Sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten
Garut memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi, misi. tujuan dan sasaran sirategs
Komisi Pemilihan Umum diawali dengan membuat Renstra KPU Kabupaten Garut
Tahun 2020-2024 Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 dengan
mempedomani Renstra Komisi Pemilihan Umum.

Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan KPU Kabupaten Garut untuk peniode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Komist Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
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BAB I

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN GARUT

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan
demokratisasi telah memberi ruang seluasduasnys kepada setiap warga
negarauntuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan
kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebsbasan (tu,
mengingat penggunaan hak-hak polik warga negara yang mencakup hak
perbicara-berpendapal, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri
(hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam
proses-proses polik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat
beragam bentuk partisipasi politk wargs negara, seperti mencalonkan diri,
memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak
negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politk warga negar aadalah
munculnya sejumiah isu dan masalah
Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut
rencana pembangunan nasional penode 2020-2024 adalah
1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan

kandidasidalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
konstituan,

2) Biaya politk tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan
secara tepal. Masalah inl mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya
tata nila: dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan:

3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat,
intolerans:, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedasn akan melemahkan
persatuan dan kesaluan bangsa; dan
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4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daersh belum
lenntegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas
SDM bidang komunikasi dan informatika: peran lembaga pers dan penyiaran
belum optimal; rendahnya lierasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya
partisipasi dan kepercayaan masyarakat

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh,

"Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”,

FPemerintah  menetapkan Arah  Kebijakan dan Strategi  Konsolidasi

Demokrasi, nyaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui
(1) Penguatan peraturan perundangan bidang palitik;

() Pemantapan demokrasi internal parpol;
(i) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol, dan
{iv) Penguatan penyelenggara Pamilu

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, meialui:
(i} Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
{n} Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;dan
(i) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
3 Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui
{1} Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/IL/D serta
penyedisan konten dan akses:
() Penmgkatan literasi TIK masyarakat; dan
{1} Penguatan peran dan kualtas SDM Bidang Komunikas: dan Informatika,
Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.
Terdapat 2 (dua} kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan
KPU, yaitu Penguaian Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetarasn
dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan daiam Gambar 3.1,
Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan
Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (1DI). 1D
merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkal perkembangan
demokras| di Indonesia Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan
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perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil {Ciwil Liberty), HakHak
Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga)
kegiatan priontas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil {Civil Liberty), Hak-Hak Politik
{Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu
sural kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group
Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gmﬁarlﬂj Kegiatan Prioritas dan Indikator-indikator Program Prioritas
Konsofidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)
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Adapun Proyek Priortas RPJMN 2020-2024 yang lermasuk dalam Kegiatan
Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi® dan terkait dengan KPU, yaitu. 1)
Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu: 3) Pengelolaan
Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersedisan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek
Frionas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan™
dan terkast dengan KPU, yadlu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2} Pendidikan Pemilin
Kepada Masyarakst Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilin Pemula, Perempuan,
dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilth Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daersh Potens

28



Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan KonflikBencana. 5) Sosialiasasi Kebijakan
KPU Kepada Stakeholders, dan 6) PeningkatanKompetensi SOM KPU. Uraian mengenai
keterkatan Proyek Pnortas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024
ditampilkan dalam Gambar 3.2

Gambar 3.2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-

2024
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IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skals 0 sampai 100. Angka ini
mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72 11,
Capaian kinerla demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori
"sedang’, IDI dan 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil
sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78.46), penurunan aspek Hak-hak Politik
sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga
Demokrasi sebesar 2.76 poin (dan 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target DI
2020 pada angka 76,57 (naik 4.58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan
target 1D 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan DI tahun
2018) seperti pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-
2024
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B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Garut

Visi, misi, tujuen, dan sasaran sirategis yang ingin diwujudkan KPU
Kabupaten Garut kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat
dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kasbupaten Garut diformulasikan
berdasarkan strateg yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesual
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dengan jumlah pengampunya pada Susunan QOrganisas| dan Tata Kelola (SOTK)
Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni
1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan

a.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkanpada
kualifikasi, kompetensi dan kinena secara adil dan wajar {mernt systarm);
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari sehapkebijakan dan
peraturan yang ditetapkan;

Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), diserai pengukuran Indikator
kinenanya di setiap eselon (jabatan);

Menyusun standar pelayanan publiik (SPP) atas satiap jenis layanan

vang diberikan,

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Garut:
Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang
terintegrasi,

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi,

Meningkatkan transparansi dan skuntabiltas pengelolaan administrasi
keuangan di ingkungan Sekretanat KPU Kabupaten Garut:
Menyelenggarakan pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-
kegiatan di ingkungan KPU Kabupaten Garut,

Menyelenggarakan pemerniksaaan yang transparan dan akuntabel:
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehan-hari, dan

m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal,

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi,
dengan arah kebijakan

g,

b

Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan. baik pada

tahap persiapan, penyslenggaraan maupun satelah PemiluPemilihan:
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c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya
Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan
berintegritas,

d. Memingkatkan kapasitas SDM dalam mengeiola logistic Pemilu/Pemilihan
secara lepat wakiu, tepat jumiah, tepat jerws, tepat kualitas, dan tepat
sasaran,

e Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Garut
pendockumentasian informasi hukum, advokas: hukum, dan penyuluhannya;
dan

f. Memiasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Garut
Sebagal penyelenggara Pemilu Serentak, Komisl Pemilihan Umum
mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan leknis yang merupakan
peraturan pelaksana dan undangundang untuk mengatur penyelenggaraan
Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut difetapkan dalam bentuk Peraturan
KPU. Peraturan yang diperiukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua). yaitu
peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak,
dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu
Serentak (non tahapan Pemilu)
Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-
2024 untuk mendukung kinena Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan
Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-
19, adalah:
1. Tentang Nomma, Standar, Prosedur., Kebutuhan Pengadasan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak:
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistrbusian ke
Kormisi Permilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
Pemilinan susulan tanpa melalui usulan dari KPU ProvinsiMabupaten/Kota
dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemillhan mengalami bencana

alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya,
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KPU Kabupaten Garut secara teknis menindakianjut PKPU tersebut dengan
menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Garut untuk mengatur
secara detall sefiap aluriproses kegiatan dalam tahapan Pemilu/Pemilihan
Serentak.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Garut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 temtang Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut beranggotakan 5 (lima) orang
dengan masa lugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpahijanji. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dan uniuk
mendukung kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Garut, dibentuk Sekretarist Komisi Pemilihan Umum Kabupsaten
Garut, yang dipimpin oleh secrang Sekretars dengan struktur arganisasi
sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tala Kera Sekretanat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretarial KPU Kabupaten/Kota dibawah inl,

Gambar 3.4
Strukdur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
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A. Target Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDAMAAN

BAB IV

KPU KABUPATEN GARUT 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja
atau organisasi dan sebap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2015 - 2019 disajikan
pada tabel 4 1 sebagai berikut -

Tabel 4.1 Target Kinerja 2020 - 2024

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi
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NO | keciaTan KEGIATAN TR | ThsT [ 2as | anis [ 5o
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2, Program Dukungan Manajemen

NO

T

NAMA SASARAN | | TARGET KINERJA
KEGIATAMN KEGIATAN 2020 2021 2032 2023 2024
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B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Garut

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam kurun
wakiu lima tahun ke depan adalah Rp. 211.150.928 537 - yang terbagi dalam 2

{dua) program, yaitu -

38



1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokras:
sebesar Rp. 75 209 364 584 -

2 Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 135941 561 953 -

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4 4 benkut -

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Garut 2020-2024

s s B la il AB0OT4G000 | 3685000000 | AT4Z300085 | J35E3BIBSOT | B 347 BB 467 | 135941587

Dukungan 5
Marmjemen
TOTAL
AR 000 | 3706 TEI 000 | A TEZIBM A4S | GT.00R002.114 585 415078 210180828
53T

Sedangkan nincian anggaran untuk setisp kegiatannya, selama periode
2020- 2024 dapat dilihal pada Tabel 4. 3 berikut ini -

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024
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aErkans patwinl

Kegiatan Fasilitasi Pengelelaan Data Kebutuhan, Pengadaan,
Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan (CQ 3356)

€1.454 473 BOT | 11,237 534 517

Tersisuniga niama
5 ] 1756 (R

1.2 340

180 0T

LA3E 21

hebufuhan can 918 DO £ BTE D00

B.TTE e£0

§.877.TR2

490 540

dan il s 1896 000

T 843 260

1.&08 952

5336558575

4527 12380

Panyelesaian Sengketa dan Penyuluhan
! FPeraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (CQ 3363)

Terselenpgarakanrya | .
Tayaran adiverish ani 1 B30 606

1.847 300

#3200

pelayanan dofumantass 14,458 000 A B 00

A TEE A0

4837537

4204 RSB

4.810.508

L B

Bdeq Tra

100,334,125

BB P25 I




Basvhemn hakoum 2478 750 91 831 000

Tevweiifihgshys Partal _—
: Polifit Pesara Pl . B | &AL B0 ETS
 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legisiatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada,
- Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (CQ 3354)

Torkplolarya dokuman | |
teknis Pemilu Lo gelabl, 000 0 2 00 O 2030000 2,060 450 i) DO 00

Pesmobnnan Data Gan T 000 108 G0 2830 600 1074 500

prosedur f
TWW - 1
rinimns kegiatan 112 510000 9 3382 600 B 309 501 9445 143

Fabupaten Garul 200 000 206000 1.E07 500 1612500

kequatan penokan 12%.000 000 . 140,070,000 173,257 500 BO.E25 000

Pinkar Pavaiu dengan TG0 - 721 000 53000 000 53,750,000

milormasi dan keglatan 1,500 000 1 545 000 J00615000 | 132 760.350

pancaionan wnggoty - : ) ISTHISEE | 107500000

PemiF emdihan : . - AEYEO1 960 122817750

Basgiatan supsred, 171,234 600 E3 425 004

Regintan Relvwan . s - A4E B4 1 350
demnkrasi

mw 5085 8TE2TS

tarapan Pamiliban - ] . 54 516, 297 600

41



- I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN [WA)
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BAB YV
PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU
Kabupaten Garut untuk melaksanakan rencana kinerjanya sehingga konsisten
dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemenntahan. Renstra inl berisi visi,
misi, ujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja
dan kinena yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut dokumen
Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2002-2024 inl dilengkapi pula dengan
lampiran matriks kinenja dan pendanaan KPU Kabupaten Garut serta matriks
kerangka requlasi

Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan komitmen
KPU Kabupaten Garut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta
meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-
2024 Dalam hal ini, KPU Kabupaten Garut tunduk dan patuh dalam malaksanakan
seqgala kebiyakan terkat Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang Renstra ini tidak
akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang bercrientasi pada kinerja.
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SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARUPATEN GARUT
NOMOR : 34 /PR.O1.3/3205/2021
TENTANG
FERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT NOMOR 55/PR.01:3-Kpt /3205 /KPU-Kab/XI1/ 2020 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMIS] PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

TAHUMN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM EABUPATEN GARUT,

Memimbang . bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan
Umiim dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota vang lebih berkualitas, demokratis, damai,
Jupur dan adil yang -sesual dengon  BRencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Garut Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU.
Kab/XII /2020 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam pelaksansannya terdapat kebijakan baru
dengan  dilelapkannya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 357/PR.O1.3-Kpt/01/ KPU/VI/2021
tentang Pedoman Penyusunan Renoana Strategis
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Kabupaten /Kota Tahun 2020-2024;

¢. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalesud
dalam bumad a dan bumd b, perlu menctapkan
Eeputusan Komizi Pemiliban Umum KEabupaten Gamor
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum ...



Mengingat

8,

Urnum Nomar 55/PR.01.3-Kpt/3205 /KPU-
Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Garat Tahun 2020-2024
Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721}
Undang-Undang MNomor 1| Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikoln menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedus atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Momor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tuhun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S898);

Indang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudulan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Seloetarat Komisi Pemiliban Umum Provinsi,
dan Sekretanal Komisi Pemilihan Umum
Kabupaien/Koia [Lembaran Negara Republil Indonesia
Tahun 2018 Nomor 196);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahitin ...



Memperhatikan :

10,

Tahun  2020-2024  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nemor 10j:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republilk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320|, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peramuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peratitrran Komisi Pemiliban Umum Nemor 14 Tahun
2020 tentang Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretanat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sckretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Selretariat Korrusi Pemilihan Urnum
Kabupaten/Kota [(Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2020 Nomor | 236j;

Peraturan  Menteri Perencansan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanasn Pembangunan
Nazional Nomor 5 Tehun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-3024;

Eeputuzan Komisi  Pemdliban Umam Nomor
197 /PR.O1 3-Kppt /01 JEPL/TV /2020 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilithan Umum Tahun 2020-2024;
Eeputuzan  Komisi  Pemilihan Umuam  Momor
357 /PR.0O1.3-Kpt /01 /KPU[V]/202] teatang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Komisi  Pemilithan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten /Kota
Tahun 2020-2024.

Putusan Mahkamah Koosttos: Nomor 55/PUU-XVII/ 2019
dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8

Tahun ...



Menetapkan

KEDUA

HETIGA

s

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undeng Namor
| Tahun 2015 tentang Penstapan Peraturan Pemenintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, dan Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengpanti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenting Pemilihan
Gubernur, Bupat, dan Walikota Menjadi Undang-Undsang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR

2o/ PR.OL.3-Ept/ 3205 /KPU-Kab [ XIT F2020 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMIST PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024,

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gamut Tahun 2020-2024 sebagaimans

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Carut  Tahun 2020-2024 sebagaimann dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kormigi

Pemilihan Umum untuk periode 5 [ima) tahun terhitung

sejak tahun 2020 sampai dengan tabun 2024,

Rencana Stralegis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-

2024 scbagaimana dimaksud dalam Dikmum KESATU,

melipLiti:

&  program dan Kegatan Komigi Pemiliban Umum Tahiun
20230-2024; dan

b. target kinerja dan kerungka pendanaan  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Garat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT



T

KEEMFPAT . Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024 sebagaimans dimaksud dalam Diktum KESATU
menjadi pedoman:

4. penyusunah rencana kena di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan
di lnglkungan kKomisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut dan pemangku Repentingan lainnva;

C. ponginicgrasian, sinkronisasi, dan konsisiensi aniarzs
perencanaan,  penganggaran,  pelaksanasan  dan
pengawasan program fkegiatan di lingkungan Komist
Pemilihan Umum Kabupaten Gurut.

KELIMA i Keputusan ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Desember 2021

KETUA KOMIST PEMILIHAN LU'MUM
KABLIPATEN GARUT,

ted.

JUNAIDIN BASRI

Sulinae sesuar dengan aslinya

WETARMT EPL RABUPATEN GARLT
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